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BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Kedudukan notaris secara hukum jika dikaitkan dengan penyimpanan 

sertipikat pada masa pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli di Kota 

Padang. Kedudukan Notaris mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang 

jabatan Notaris. Kode Etik Notaris (KEN) sangat penting dan berpengaruh 

untuk bersikap, bertingkah laku dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi jabatannya. kedudukan dalam penyimpanan sertipikat hak atas tanah 

pada perjanjian pengikatan jual beli tidak ada yang mengaturnya dalam 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris melakukan 

penyimpanan sertipikat hak atas tanah pada PPJB diluar kewenangan dan 

kewajiban Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris. Tindakan Notaris dalam menerima penyimpanan sertipikat 

hak atas tanah sebagai sikap netral Notaris terhadap para pihak untuk 

menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Notaris melaksanakan 

pekerjaannya. Notaris sebagai penerima penyimpanan wajib menjaga barang 
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sebagaimana tercemin dalam Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (BW), “penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan 

sebaik-baiknya seperti memelihara barang kepunyaannya sendiri”. Kedudukan 

Notaris dalam menerima penyimpanan sertipikat hak atas tanah dilakukan 

sesuai dengan ketidakberpihakkan Notaris terhadap para pihak dan menjaga 

kepentingan pihak-pihak terkait dengan akta PPJB. 

2. Salah satu para pihak mengambil sertipikat yang disimpan oleh notaris tanpa 

dihadiri para pihak. Dalam praktiknya Notaris membuat tanda terima dan 

diserahkan kepada pemilik sertipikat, setelah pemilik sertipikat menyerahkan 

setipikatnya kepada Notaris yang bersangkutan. Tanda terima Notaris tersebut 

berisi tandatangan Notaris sebagai penerima sertipikat dan tanda tangan para 

pihak sebagai penitip sertipikat, selain itu tidak terdapat batas waktu dalam isi 

Tanda Terima Notaris tersebut, melainkan diatur sesuai dengan kesepakatan 

antara notaris dan para pihak. Tanda Terima Notaris tidak diatur format dan 

bentuk yang baku dalam hukum positif Indonesia. Sehingga Notaris untuk 

membuat Tanda Terima Notaris bebas memilih terkait format dan bentuknya 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam menjalankan profesinya. Notaris 

lebih berhati-hati dalam menerima titipan sertipikat, terutama jika yang 

menyerahkan sertipikat bukan pemilik hak atas tanah. Dalam hal demikian, 

sebaiknya Notaris menganjurkan agar para pihak itu terlebih dahulu membuat 

perjanjian kuasa secara tertulis. Pada prakteknya Notaris tidak akan 

memberikan sertipikat kepada salah satu pihak jika tidak dihadiri oleh pihak 
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lainnya. Hal ini untuk menghindari kerugian pada pihak lain dan sesuai 

dengan Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam menjalankan jabatannya, Notaris 

wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. 

B. Saran   

Setelah penulis membahas berbagai hal tentang Kedudukan Notaris Dalam 

Penyimpanan Sertipikat Pada Masa Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Di Kota Padang ini menyampaikan saran-saran: 

1. Notaris sebaiknya tidak melaksanakan penerimaan penyimpanan sertipikat 

tersebut, karena penyimpanan sertipikat oleh Notaris tidak diatur didalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada saat bersengketa, Notaris dalam 

posisi yang sulit. Undang-undang Jabatan Notaris diharapkan memuat 

peraturan standar tentang bagaimana penyimpanan setipikat yang dilakukan 

oleh para notaris sehingga adanya standar dalam hal penyimpanan agar tidak 

terjadinya hal-hal yang merugikan notaris dan jelasnya perlindungan hukum 

terhadap notaris dalam melakukan penyimpanan yang dikehendaki para 

pihak. Diharapkan diadakan legislasi review (perubahan terhadap Undang-

undang) dengan memperbaiki secara mendasar berbagai hal terkait 

penyimpanan sertipikat agar tercapainya kepastian hukum.  

2. Agar tercapainya kepastian dan perlindungan hukum, penerapan prinsip 

kehati-hatian harus berjalan sesuai dengan prinsip kehati- hatian dalam 
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tanggungjawab seorang Notaris, apabila terjalin hubungan yang baik, saling 

pengertian antara Notaris dan para pihak, pelanggaran hukum dapat 

dihindari. Notaris juga diharapkan agar menjaganya sampai jatuh tempo 

pelunasan pada perjanjian perikatan jual beli tanah tersebut sebagai pejabat 

umum yang dipercaya oleh para pihak, berdasarkan kode etik yang berkaitan 

dengan tanggungjawab baik secara perdata, admintrasi, kode etik, dan 

hukum pidana. 
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